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PENDAHULUAN

A. Lat be 8 o

Persoalan tentang tanah mempunyai arti tersendiri
dan sangat ponting sekali dalam kehidupan manusia,karena
sebaglian besar kehidupannya bergantung pada tanah. Tanah
dapat dinilai sebagai harta yang bersifat permanen dan
dapat dicadangkan dalam kehidupan pada masa mendatang.
Di samping itu tanah juga sebagai tembat pemukiman dan
dapat pula dijadikan sumber penghasilan melalui usaha
tani maupun perkebunan dan pada akhirnya tanah pulalah
yang dijadikan tempat persemayaman terakhir bagi seorang

manusia yang meninggal dunia.

Hak-hak atas tanah mempunyal peranan penting dalam
kehidupan manusia ini, dengan semakin majunya masyarakat
itu dan makin padat penduduknya, maka akan meonambah lagi
pentingnya kedudukan hak-hak atas tanah. Hak-hak atas
tanah dalam Undang-Undang NO. 5 tahun 1960 tentang per-
aturan Dasar Pokok2Pokok Agraria ( UUPA ) pasal 16 ayat
1 telah menyobutkan macam-macam hak atas tanah antara

lain :
a. hak milik;




b. hak guna usgha;

¢. hak guna boangunan;

d. hak pakail;

e. hok sewa;

-£o hak membuka tanahj;

g+ hak memungut hasil hutan;

h. hak-hak lain yang bersifat sementara sebagai yang disebut

kan dalam pasal 53.

Dalam kaitomnya dengan pasal 16 ayat (1) UUPA, saya akan me-
nitik beratkan dolam pemulisan ini mengenai hak milik atas
tanah khususnya dalam hal peralihan hak melalui jual beli.
Masalah Jual boli tanoh ini dalom pasal 26 ayat 1 UUPA telah
disinggung dan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pe-
morintah,

"Ketontuan inilah yang akan merupakan alat untuk melindu-
ngl golengan warga negara yang lemaoh torhadap sesama war-
ga negara yang kuat kedudukan ekonominya®.

Peraturan Pemorintah yang dimaksud dalam pasal 26
ayat 1 UUPA tersebut ialah Peraturan Pemerintah §O.10 tehun
1961 tentang pendaftaran tannh khususnya dalam pasal 19 yang
dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat
yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam per-
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aturan pemerintah ini disebut: pejabat akta tanah torsebut
bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria).

Catatan : Menteri Agraria sekarang disebut ¥entari Dalam
Negeri. Pojabat yang dimoksud dalom pasal 19 tersebut ada-
lah Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT.

Bila kita perhatikan bunyi pasal 19 Peraturan Pomo-
rintah no. 10 tahun 1961 nampaknya ketentuan torsebut me-
rupakan hukum yang bersifat memaksa (dwingondrecht) arti-
nya para pihak tidak dapat menyimpangi aturan-aturan ter-
gsebut. Kalau kita lkaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum
Perdato/KUHPerdata buku II yang mongatur tentang perbenda-
an yang sudah dicabut dan dinyatokan tidak berlaku dengan

diundangkannya UUPA kocuall mongenal ketentuan - kotentuan
hipotik, sglah satu asas umum dari hukum benda ialah @

"Meorupakan hukum pemaksa artinya borlakunya aturan-atu-
ran tidak dapat disimpangi oleh para plhak. Hak kebenda
an tidak okan momborikan wewenang yang lain dari pada
apa yang sudah ditentukan dalam undang-undang dongan
lain porkataan kehondak para pihak tidak dapat mompe-
ngaruhi isi hok kebondaan.

Hukum bonda adalah morupakan dwingondrecht (hukum pe-
moksa)? (Prof.DR.ly. Sri Scedewi Nasjchoen Sofwan,197k,
36).

Hal ini lain dengan ketentuan yang ada dalam pasal
19 Peraturan Pemerintah NO. 10 tahun 1961, karena dalom
praktek sering dilakukan perbuatan-perbuatan hukum yang di
moksudkan untuk memindohkan hok milik atas tenah hanya di-
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Jakukan oleh para pihak dengan menghadap kepada kepala desa,

tanpa memenuhi ketentuan yang ada dalam UUPA maupun peratur-
an-peraturan polaksanaannya, sehingga ketentuan dalam pasal
19 peraturan pemoerintah HO. 10 tahun 1961 dapat dikatakan se
cara teori ketentuan tersebut merupakan hukum yang borsifat
memaksa, tetapi dalam praktek masih dapat disimpangi.

Dengan berlakunya UUPA, moka tercapailah unifikasi hu
kum agraria yang mengakhiri suasana dualisme hukum antara
hukum barat di satu pihak dan hukum adat di lain pihak.Remun
demikian, karena besarmya pengaruh hulum adat yang molaokat
pada masyarakat lebih-lebih masyarakat desa dan pondal aman,

sehinggn perbuatan hukum yang mengenal taonah khususnya per-
alihan hak milik atas tanoh masih banyak digunakan cara-cara

yang diperlukan sebelum UUPA. D1 samping itu peranan kepala
desa yang begitu besar sebelum berlakunya UUPA, masih menda-
pat koperecaynan dari masyarakat dalam hal peralihan hok mi-
11k otas tansh tidek dilakukan di hadapan PPAT. |
Dengan demikian, FPAT yang merupakan satu-satunya pe-
Jabat yang ditunjuk oleh Montori Dalam Negeri c.q. Direktur
Jendral Agraria yang berwowenang mombuat akta poralihan hak
milik atas tanoh kehadirannya masih dirasakan asing olech ma-
syarakat dan balum dapat dirasakan apa urgemsinya sebuah ak-
te PPAT yang sekarang menjadi Badan Pencatatan Nasional.
Hukum Islam momberi kepastian hukum administrasi,maka
pandangan dan perhatian yang lobih baik akan tertuju kepada



.usaha pembinaan hukum Islam molalui tortib administrasi.
Upaya administrasi dalam akte tata usaha yang saloh

satu kegiatannya iclah catat-moncatat dalam bidang m'a -

malah.

Dalam firmaonNya disebutkan, S. Al-Baqarah ayat 282, yang

berbunyi sebagal berikut :

(YO 1 | PSP P SV ot At rmgla;;l&'!,&,‘ o2 AtV Lttty
Sy ot sl Sy Jadl oo (L Sl
o et Al s

Hai orang-orang yang bariman, apabila kam baymu'a-
malah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hen-
dcknya kamu menuliskannya, dan hendaklaoh seorang ponulis
di antara kamu menuliskannys dengan secara benar. ( Al-
.Qur'an; 2 : 282 ).

Ayat di atas ditujukan kepada orang-orang yang me-
lokuken suotu aqad dalam om'amalah yang menyangkut pomba-
yaran tidak tunai, termasuk di dalam hal ini ialsh sewa-
monyewa, hutang piutang atau pembolian dengan  pombayaran
tidak tunal yang hakokatnya adalah hutang Juga, poncatatan
hal tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi persengketaan
di kemudian hari karena salah satunya lupa atau lalai baik
tentang bilangannya ataupun lainnya.

Hutang piutang, sewa monyewa dan sejenisnya adalah



6
hal yang binsa terjadi dalam kehidupan manusia, dengan de-
mikian, moka ayat tersebut di atas bersifat tahsiniyah :

Ibnu Katsir menyebutkan :

bolayt Lol ol Sl gy ol B Ly o L

o wlagl 1Y
Artinya:

Sesungguhnya hal tersebut adalah suatu yang terjadi
antar manueia maka perintah itu merupakan petunjuk bukan
wajib. (Ibnu Katsir : Tafsir Al-Qur'an : 1 3 334).

Pada zaman sekarang po:saalan yang dihadapl setiap
manusia sangat komplek dan banyak, perpindahan penduduk sa
ngat mudah dan sering terjadi, sehingga bukti penulisan
adalah pilihan yang lebih baik dan tepat. Karena tidak
mungkin mengingat seseorang untuk menjadi saksl yang mung-
kin kesaksiannya itu diperlukan untuk suatu hol (misalnya:
hutang-piutang, sewa-menyewa Jual beli, pexrnikchon don se-
bagninya). Dalam mnsa yang belum pasti kapan kesnksiannya’
diperlukannya. Memong mungkin dirasa kurang enak diperlu-
kannya penulisan terhadap hutang piutang dan sebagainya,
seolah-o0lah tidak atau kurang percaya, namun untuk meng-
hindari hal-hal yang kurang baik di kemudian hari maka
penulisan sebagai bukti adanya hal-hal tersebut adalah le

bih baik.



Kaidah ushul fiqh disebutkan :

(e ] I [ JURE 'O PR S TR | BT
Artinyd :

Monghindari kesulitan atau keburukan lebih diutama-
kan dari pada moncari kobuikan. (Moh. Adib Bisri;1977:24).

Terlobih pada dewasa ini pengotshuan yang honya di-
ketaohui sedikit orang, moka usgha penulisan tidak lagi mo-
rupakan hal yang sulit dengan momperhatikan manfaat .dari
pencatatan tersebut, maka pendapat @mujtahid dan autho',
yang dikutip lIbnu Katsir dalam tofsirnya adalah lebih te-
pat. Keduanya berpondapat bahwa wajid dilakukan pancatatan.
Pondapat tarsebut didasarkaun atas penegasan dalam firman -
Mya. ( Al-Bagaroh 282 ).

Dengan penegasan torsebut, maka jnlas bahwa  upaya
pencatatan atas hal-hal y&ng sekiranya memerlukan pambukti
an dikomudian hari agar tidak menimbulkan keragu-raguan
atau pearselisihan adalah morupakan suatu kewajiban. |

Dalam parkambahgan kohidupan masyarakat dewasa ini
prncatatan tersabut dapat dilakukan oleh pejabat - pejabat
dalam lombaga-lombaga yang diresmikan negara, dan catatan
yang dikeluarkan morupakon catatan yang disebut juga seba-
gai akte rnsnmi.



Tentang ayat torsebut dalam tafsir Al-Manar disebutkan:
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Artinya:

Hal ini adalah qeidah syari'at untuk mewujudkon ada-
nya orang-orang yang mompu monulis perjanjian yung dewasa
ini disebut akta resml.

Hal ini momastikan pendapat bahwa penulisan adalah wajib.
( Raeid Ridho : hal. 121 ).

Orang-orangz mampu monulis porjanjion ini adalah drang
orang ataw lombaga resmi yang ditunjuk pemerintcoh.

Misslnya: notoris untuk akte-zkte soal perdata dan sebagai-

nya. Lobih lonjut dalom Almanar disebutkan:

Py I i« | P L s o T ada )
Uptd leloga¥ ol liay (i$ds) JUis by o Ll
e g Pped oo el GV J,_,f?t Jal o JU o
t gmo sad! oY ST el oL Y1 S VI UGy 0 e

S R O AP W | IRV | R Ut IO

Artinyas
Dan oleh karenc itu tidsk cukup larangan tontang ke-
engganan penulls tetopl memsrintahkan dengan perintah yang
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nyata-nyata maka tulislah dan ini jelas torlebih atas pen-
dapat ahli ushul bahwa larangan terhadap sesuatu bukanlah
perinteh terhadap lawannya.

Dan berkata Ustadul Imom (Moh. Abduh); sesungguhnya hal
pandangan orang buta huruf yaitu orang-orang yang menerima
perintah pertama. (Rasyid Ridloj hal. 121).

Bertitik tolak dari hal di atas, makn dapat dikem-
bangken morgenal kewajiban terhadop ponulisan aqad . lain,
karena dengan itu akan diporoleh manfaat.

Buicti adanya notaris adalah amat penting untuk nme-
nentukan stotus hukum seseorang, bukan sajo untuk dirinya
sendiprt aken tetapi juga untuk katurunan atau ahli 'waris~
nyae

Orang~orang yang sampu menulis porjonjian ini oda-
lah orang=-orang atau leombaga rosml yang &itunjuk pemerin -
tah misalnya: notarie untuk akts soal perdats dan sebagal-
Lyd.

Bukti autontik tentang sesuvatu aangat panting termasul pe-
milikan atas sanabh yang tidak melalul pejabat akte  taongh
sekalipun tertulis tetapi kedudukannye sama dengen akte di
bawah tangan. Bukan merupakan buktl autentik yang tidak
wompunyai akibat hukum.

Namun UUPA sendiri mengakni bahwa undang-undang ter
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sabut berdasarkan hukum adat, oleh karena itu eksistensi su-
rat jual beli atas tanah yang di bawah tangan masih  mempu-
nyai nilai tersendiri walaupun tidak sekuat pejabat PPAT.

Untuk menghindari persengketaan antara ponjual dan
pembeli atau terhadap ghli warisnya maka lobih baik dilaku-
kan jual beli di hadapan pejabat yang berwajib.

B. Idontifikasi masalah.

Dari uraian latar belakang mosalah di atas dapat di-
ketahui bahwa masalah pokok yang ingin dipelajari adalah sah
dan tidaknya jual beli tanah hak milik tanpa dilakukan diho-
dapan pejabat pembuat akte tanah yang dikaitkan dengan atur-

an;atnran hkum dan norma-norma monurut hukum Islam.

C. Pembatasan masalahb.

Masalah praktek jual beli kalau ditinjau dari hukum
Islam masih bersifat umum dan borsegl banyok, karenanya ma-

sih momerlukan pombatasan.
Studi yang direncanakan ini akan mombatasi diri:

- dari segi subyek : penjual dan pembeli tannh hak milik
yang beragama Ialam.

- dari sogi aktifitas, jual beli tanah hak milik.

- dari segi aturan-aturan hukum yang borlaku: hukum positif
(hukum agraria) dan hukum Islam.
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Dengan pembatasan yang demikian aebagaimnna disebut-

kan di atas, moka rumisan masalahnya jual beli tanah hak

milik yang dilakukan tanpa di hadapan pejabat pembuat akte
tanah bagli orang-orang Islam ditinjau dari hukum Islam.

D. Perumugan masalah.

Agar lebih praktis dan operasional maka masalah studi
ini dirumuskan dalam bentuk partanyaan-portanyaan berikut:
a. Sejauh mona kekuatan akte di bawah tangan dalam Jual beli
atas tansh setelah borlakunya UUPA ?

b. Apakah akibat hukum jual baii tangh hak milik yong tidak
dilalkukan di hndapun‘péjabnt pembuat akte tanah ?

¢. Bagnimona tinjauan hukum Islam terhadap permasalahon di-
atas ?

Re !2.[222 SEudio

Sejalan dengan portanyaan-partanyaan torsebut dalam
perumusan masalah, maka tujuan studi adalah :

a. memborikan kepastian hulum mongenai hak-hak atas tanah
molalui jual beli dilakukan sesual dengan peraturan yang
ada dalam UUPA.

b. menotapkan apakah pada praktek jual beli tanah hak milik
torsebut tordapat penyimpangan-penyimpangan dari  aturan

hukum atau norma-norma menurut hukum Islam atau tidak.
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F. Kegunaan studi.

Dengan hasil studi ini diharapkan bermanfaat, seku-

rang-kurangnya untuk :

a. dapat dijadikan bahan untuk menyusun hipotesis_bagi po-
nelitian berikutnya, untuk mengetahul dan menctapkan
foktor-faktor yang dapat mmmpeﬁgaruhi penjual dan pem-
beli dalam sikap dan tindakannya dalam jual beli tanah
hok milik yang tidak dilakukon di hadapan PPAT.

b; dapat dimanfaatkan untuk merumuskan program pembinaan
dan pamantapan keshidupan beragama khususnya yang berke-
naan dengdn porkara mu'amaloh, untuk setiap perbuatan
hukum yang monyangkut pemindahan hak milik atas tanah
melalut jual beli dilakukan sesual dengan peraturan
yang berlaku baik dipandang dari undang-undang agraria

dan hukum Islam.

G. Sumter Date

adspun sumter dils yeng penulis guncien €dgléh ge=-

begai bexrikut 3

Untuk mecperolen dets yarg korgkrit dzlem meseleh yang
kani bzhss, mazks kami ~erdzpst dele sacare tcoritis sg-
ya m-lskuksn studi kepusiskzsn (I ersry Reszerch), mak-

sucnys xemnelsjari buku-tuku déan guntoresunber tertulis
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laionye serte persturan-psraturen yeng adz hubungen-

rys dengsn messleh yeng ditehas.

G. Metode Adnslisa T'ate

Setelah dets ysng Giperoleh sudsh cukup, meks te
hep berikutnys edclsh mengineliss CgLs~Csls te rse but de=-

ngsn mencgunckén wetode kualitztif dengéen pols pikir 3

8. Metoce Deskriptif, yaitu pengumpulen date dsn pe
pyusunan ¢8te yeng meliputd arnalise dgn intcerpres
tasi tentang orti dsis tersebut, yaknl dzte ton-
tsng jusl beli tensh hek oilik terps éilekuken é1
hedgpen pcjebat pembuat skts tensh kemudiesn  die
gnagli=s dergsp 61tinjsu éari hukum Islam.

b. Metode induktif, yeitu bersrgket déari fakias yang
khusua, peristiwe yzng kongkrit, kemucian dzpri
fekts vang khusus Géau kongkrit itu ditarik kesim-
pulsn umum, yekni membches terteng Jual beli te-
nsh yeng tidak dilskuken dihsdepsan Pg jatst Pembue=
st Mkts Tenah yang sekd:sng d¢isebut bedsn Perts -
nahén Nssionél. ’

c. iHetode Kompar:tif, ysitu mecliputi fa&tor-faktor
yeng berhubung:irn derren mesclen €¢ar peratursoyeng
berlsku c8p membancdingkan den~2n ysng leinnye,ysk
ni jusl bteli tarsh ysng tidzsk d1ilekuksn dihadepen
Pejgbet Pembust Akte Tansk.



